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RINGKASAN

Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember; Lutfi Bagus Dwitiantoro, 120903101058; 2017:
halaman;Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di daerah Kabupaten/Kota pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang

mempunyai kontribusi sangat besar, salah satunya Pajak Parkir. Praktek Kerja

Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan

dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan

Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berwenang

dalam memungut Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Mempelajari tentang pajak

daerah khususnya Pajak Parkir, (2) membantu tugas administrasi dan pembukuan

yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Besarnya tarif

yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan

sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yakni sebesar 20%. Mekanisme

Pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

pemungutannya mengunakan sistem Self Assesment System yaitu dimulai dari

wajib pajak datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan

mendaftarkan diri berdasarkan dengan nama wajib pajak, alamat, dan jenis pajak

beserta jumlah pajak terutang yang diterima oleh petugas piket di bagian

pelayanan setelah itu wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak

Daerah (SPTPD) dengan benar kemudian diserahkan oleh pelayanan kepada

bidang pendataan untuk dipriksa dan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) oleh bidang pendataan dan penetapan .

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Parkir adalah

pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh

orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penitipan kendaraan
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bermotor yang memungut bayaran. Pemungutan pajak parkir tidak mutlak ada

pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Menertibkan parkir liar dan juru parkir liar yang merupakan masalah yang

cukup besar yang sering terjadi serta menertibkan Wajib Pajak terutama yang

mempunyai badan usaha yang telah mempunyai ijin berdiri usaha supaya

membayarkan pajaknya masih belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 4864/UN25.1.2/SP/2017, Ilmu

Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
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1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kebutuhan serta memerlukan

kebutuhan untuk membiayai pembangunan semua sarana dan prasarana yang

bermanfaat bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya untuk

memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai

penyelenggarapemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut dari sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk

menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut

masuk dalam APBD. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan

pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran

masyarakat dengan kewajiban membayar pajak dengan memenuhi aturan yang

telah ditetapkan oleh negara.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi

dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis

pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi

dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Mardiasmo, 2011:13). Menurut sejarah

pemerintahan daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini pajak dan

retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh

daerah. Tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan

retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan

melaksanakan anggaran perencanaan belanja daerah dan juga untuk menggali

sumber-sumber keuangan daerah  berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009
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Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah,

dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dari penerimaan asli daerah

salah satunya berasal dari pajak parkir.Pajak parkir merupakan salah satu faktor

yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari pendapatan pajak

parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan akan berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah yang

sealanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Retribusi Daerah

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

Pemotong pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang

dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya,pemotongan dilakukan oleh

pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan, pihak

pembayar bertanggungjawab terhadap penerima penghasilan sedangkan

pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas

suatu transaksi, pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran

atas perolehan barang, namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh

pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan.Kebijakan

pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten, dilaksanakan

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat

dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang diatur dalam

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Jember salah satunya berasal dari pajak parkir.
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Pengelolaan dan peretribusian pajak parkir terdapat di dua instansi yaitu di

Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah. Dinas Perhubungan berfungsi

mendata seluruh tempat yang mengelola perparkiran sedangkan Badan

Pendapatan Daerah melakukan pemungutan pajak parkir yang dikeluarkan

izinnya.

Pajak parkir di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah No. 3

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak parkir dipungut pajak atas

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal

inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat

menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti

memerlukan tempat parkir ditambah lagi bertambah.Adanya pembayaran parkir

berlanggananmenjadikan resah para masyarakat, banyak kalangan masyarakat

yang sudah membayar parkir berlangganan tetapi masih saja dipungut biaya. Hal

seperti inilah yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana cara mengatasinya dan

apa solusi terbaiknya agar terlaksana parkir yang tertib dan aman sesuai dengan

undang-undangnya.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan

sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga

saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah kabupten

jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda

sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adapun terget dan realisasi penerimaan

pajak daerah kabupaten jember tahun 2015 adalah sebagai berikut :
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 s/d 2015

Tahun Uraian

Penerimaan

Target PAK Realisasi Penerimaan %

2012 Pendapatan

Daerah

Hasil Pajak

Daerah

2.110.026.697.225,31

50.694.817.000,00

2.146.090.218.860,72

55.147.114.711,00

101,71

108,78

2013 Pendapatan

Daerah

Hasil Pajak

Daerah

2.378.574.220.186,50

86.081.000.000,00

2.366.370.839.530,68

95.188.144.409,05

99,49

110,58

2014 Pendapatan

Daerah

Hasil Pajak

daerah

2.836.047.816.784,00

124.150.000.000,00

2.798.612.164.201,69

116.578.557.515,50

98,68

93,90

2015 Pendapatan

Daerah

Hasil Pajak

Daerah

3.207.302.051.757,00

129.900.625.000,00

3.116.542.849.533,93

123.210.707.007,00

97,17

94,85

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di Kabupaten

Jember pada tahun 2012 target yang telah ditetapkan  mampu  terealisasikan

bahkan sedikit lebih banyak jumlah realisasi dibandingkan target yang telah

ditentukan. Namun pada tahun 2013 s/d 2015 sudah mampu memberikan

pemasukan untuk Badan Pendapatan meskipun belum sesuai target.
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Tabel 1.2Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal Dari
Pajak Parkir Kabupaten Jember Tahun 2012 s/d Tahun 2015

Tahun Uraian

Penerimaan

Target PAK Realisasi

Penerimaan

% Unit Kerja

Pemungut

2012 Pajak Parkir 29.417.000,00 95.176.350,00 323,54 BAPENDA

2013 Pajak Parkir 81.000.000,00 98.005.490,00 120,99 BAPENDA

2014 Pajak Parkir 200.000.000,00 203.902.550,00 101,96 BAPENDA

2015 Pajak Parkir 200.000.000,00 433.044.964,00 216,52 BAPENDA

Jumlah 510.417.000,00 830.129.354,00 763,01

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

Pendapatan yang dihasilkan oleh pungutan badan usaha pada sektor pajak

parkir dari tahun 2012 s/d 2015 meningkat, meskipun pajak parkir sendiri di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih baru saja dilaksanakan pada

tahun 2012 dan tidak mudah bagi Badan Pendapatan untuk menertibkan

pembayaran pajak terkait banyaknya badan usaha dan penyelenggaraan tempat

parkir diluar badan jalan yang kurang tertib, mengingat banyak sekali fenomena

yang terjadi dalam masalah perparkiran khususnya di Kabupaten Jember ini.

Namun dari segi pendapatan di Badan Pendapatan Daerah mampu

menyumbangkan dana yang cukup besar untuk PAD. Berdasarkan uraian tersebut

penulis akan membahas laporan tugas akhir ini dengan judul “Mekanisme

Pemungutana Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis

membatasipembahasan agar tidak meluas dan difokuskan pada suatu pokok

bahasan, yaitu dalamlingkup Pajak Parkir yang dikelolaoleh Badan Pendapatan
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Daerah Kabupaten Jember, maka timbul permasalahannya yaitu: Bagaimana

Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib

dilakasanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi diploma III

Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat.

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata padaBadan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember memiliki tujuan, antara lain:

a. Untuk mengetahui Mekanisme PemungutanPajak Parkir Di Daerah Jember

Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; dan

b. untuk memperoleh pengalaman dilapangan yang berkaitan dengan administrasi

perpajakan khususnya Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

1) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan dan

pengalaman tentang pajak daerah khususnya Pajak Parkir;

2) memperoleh wawasan, informasi dan pengetahuan serta keterampilan diri

selama praktek kerja nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

3) Meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang berkaitan dengan

Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:
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1) Referensi dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis, serta sumbangan

informasi bagi Program Studi Diploma III mengenai informasi perpajakan;

2) memperluas pengalaman kerja bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember dengan suatu instansi.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak Dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berikut adalah definisi pajak menurut para ahli:

1. Menurut Andriani (dalam Sambodo, 2015:4),pajak adalah iuran masyarakat

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Soemitro (dalam Sambodo, 2015:4),pajak adalah iuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Menurut Sommerfeld et al. (dalam Sambodo, 2015:5), pajak adalah suatu

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat

pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan

proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk

menjalankan pemerintahan.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 (dalam Sambodo, 2015:5), pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara;

b. tanpa kontraprestasi secara langsung;

c. dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
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d. berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya

tegas dan bisa dipaksakan;

e. digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran

masyarakat; dan

f. memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (budgetair) dan

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang

ekonomi.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki lima macam fungsi (Sambodo, 2015:7), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari

masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa

dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi

pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada

kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih

tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban

pajak.

b. Fungsi Mengatur (reguleren)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu

diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk

mengurangi kesenjangan sosial dikehidupan masyarakat, sedangkan pajak

sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk

komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat

meningkat

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.
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d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Fungsi Demokrasi merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong

royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat

sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada

masyarakat, khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan

dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

Kelima fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya,

peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi yang lebih menekankan

unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek

dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang

terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau

wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Brotodiharjo (dalam Sambodo 2015:9),terdapat beberapa teori

yang mendasari adanya pemungutan pajak:

a. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari

segala kepentingannya, baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta

bendanya. Untuk perlindungan tersebut, diperlukan biaya seperti layaknya

dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran

pajak ini, dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak

ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan dengan perusahaan

asuransi.

b. Teori kepentingan
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Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari

masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa

dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi

pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada

kenyataannya tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi

daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

c. Teori gaya pikul (Resmi, 2016:6)

Teori ini  menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama

beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar

besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau

pembelanjaan seseorang.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:6)

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel Nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak

yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir

tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan

pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran
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Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatau anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak

menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih

kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari

masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa

dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi

pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada

kenyataannya tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi

daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

d. Teori gaya pikul (Resmi, 2016:6)

Teori ini  menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama

beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar

besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau

pembelanjaan seseorang.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:6)

c. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

4. Stelsel Nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak

yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

5. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun
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sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir

tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan

pada keadaan yang sesungguhnya.

6. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatau anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak

menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih

kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

d. Asas Pemungutan Pajak

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dan yang lain harus

dikenakan pajak dalamjumlah yang sama (diperlakukan sama).

a) Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika

dibandingan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

1. Menurut Wanger (dalam Sambodo, 2015:10), mengemukakan pendapatnya

mengenai asas pemungutan pajak yang baik, sebagai berikut.

a. Asas politik finansial. Ini merupakan asas pemungutan pajak yang dipungut

negara yang mana jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau atau

mendorong semua kegiatan negara.

b. Asas ekonomi. Asas pemungutan yang didasarkan penentuan objek pajak harus

tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

c. Asas keadilan. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk

kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

d. Asas administrasi. Ini menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan,di

mana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara

membayarnya), dan besarnya biaya pajak.

e. Asas yuridis. Segala pungutan pajak harus brdasarkan undang-undang.
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2. Asas pemungutan pajak secara umum adalah sebagai berikut (Mardiasmo,

2011:7).

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:7).

a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya.

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang. Ciri-cirinya.

1) Wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri.

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
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bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokan karena setiap pajak yang dipungut

memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda–beda. Pajak dapat

dikelompokan menjadi tiga antara lain (Mardiasmo, 2011:5).

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang   Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

1) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

2) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor.
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3) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak

yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang

menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan.

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Tarif  pajak dibagi

menjadi 4 macam (Mardiasmo, 2011:9), sebagai berikut.

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya

nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di

dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai

sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif Bea

Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp

3.000,00.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%

Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15%

Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 25%

Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
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2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

“Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000”.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah adalah sebagai

berikut:

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakaarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan  undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
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meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

2.2.3 Sumber Pendapatan Daerah (Aini, 1993:191) :

a. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak Daerah.

2. Retribusi daerah.

3. Perusahaan daerah.

4. Lain-lain usaha daerah yang sah.

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:

1. Sumbangan dari pemerintah.

2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain pendapatan yang sah, misal pemberian dari pihak ketiga kepada

pemerintah daerah.

2.2.4 Jenis dan Tarif  Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah

Tingkat Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tarif paling tinggi 10%;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi 20%;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarif paling tinggi 10%;
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d. Pajak Air Permukaan (PAP), tarif paling tinggi 10%;

e. Pajak Rokok (PR), tarif paling tinggi 10%; dan

Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah TingkatKabupaten terdiri dari:

a. Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%;

b. Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%;

c. Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 35%;

d. Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%;

e. Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%;

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dengan tarif paling tinggi 25%;

g. Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%;

h. Pajak Air Tanah, dengan tarif paling tinggi 20%;

i. Pajak Sarang Burung Walet, dengan tarif 10%;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan tarif paling tinggi

0,3%;

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanas dan Bangunan, dengan tarif paling tinggi 5%.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk

daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.2.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak daerah sebagai

berikut.

a. Pasal 101

1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran

pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat

terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya

SPPT oleh wajib pajak.

2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat
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Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan

Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2%

(dua persen) sebulan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan

peraturan Kepala Daerah.

b. Pasal 102

1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,  STPD,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat

ditagih dengan Surat Paksa.

2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena

adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara

perorangan (Siahaan, 2006:5). Berikut pengertian atau istilah yang terkait dengan

Retribusi Daerah antara lain:

a. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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b. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati

oleh orang pribadiatau badan.

c. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan.

d. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

e. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Adapun Objek dan Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut

(Mardiasmo, 2011:16):

a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan

pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah

orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa

umum yang bersangkutan.

b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum

dimanfaatkan secara optimal; dan

2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pihak swasta.
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Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan

c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek

Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.3.3 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu

langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusiyang terutang yang tidak atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

(STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat

Teguran (Mardiasmo, 2011:18).

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Retribusi Daerah

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan (Musri dan

Setiawan,2006:356):

a. Tingkat penggunaan jasa.

b. Tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalampenetapan tarif ditentukan sebagai berikut.

a. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah

dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

b. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak.
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c. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup

sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan.

Cara perhitungan besarnya retribusiserta prinsip dan sasaran penetapan tarif

diatur dengan peraturan pemerintah. Retribusi ditetapkan dengan peraturan

daerah dan tidak dapat berlaku surut.

2.3.5 Perbedaan Pajak Daerah dengan Retribusi Daarah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Perbedaan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi, perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah dapat disimpulkan

bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh daerah kepada

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, sedangkan

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu dengan mendapatkan imbalan secara langsung.

2.3.6 Perbedaan antara Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak parkir adalah pajak

yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan retribusi

parkir adalah pungutan sebagai pembayaran tempat parkir yang dikelola oleh

pemerintah daerah dengan mendapatkan imbalan secara langsung.
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2.4 Pajak Parkir

2.4.1 Pengertian Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun  2000, Pajak parkir adalah pajak

yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang

pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penitipan kendaraan bermotor

yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh

daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara

tempat parkir.

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh

orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan  dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.

Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk

menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk

jangka waktu tertentu, dan atas untuk diperjualbelikan.

Garasi kendaraan bermotor adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai

untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, kendaraan

bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada

kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di

jalan.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakanberkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Siahaan,

2006:409). Tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

a. Gedung parkir;
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b. Pelataran parkir; dan

c. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran

atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan

tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis

ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang

terutang.

2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Parkir (Siahaan,

2006:411).

a. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir

didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi

kendaraaan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat

parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh

pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh

pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

b. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan

peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan

untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing

daerah kabupaten/kota. Jumlah yang dibayarkan termasuk potongan harga

parkir yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%.

2) Untuk tarif pajak parkir Cuma-Cuma sebesar 10%

c. Cara penghitungan pajak parkir

Besarnya pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir

adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
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= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Untuk Pemakaian

Tempat Parkir.

2.4.4 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Parkir (Siahaan, 2006:413)

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib

pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut

ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi

pada saat pelayanan dan atau pembayaran di tempat parkir.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA
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3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh

Mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata

(PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat bagi

mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut apabila telah

menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS maka mahasiswa wajib

melaksanakan Praktek Kerja Nyata, apabila kurang dari 100 SKS maka

mahasiswa tersebut tidak dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Praktek Kerja

Nyata sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir dan pelaksanaannya

dilakukan setelah laporan hasil studi dan Program Rencana Studi diprogramkan

oleh mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata dapat dilaksanakan di Badan Uasaha Milik Negara (BUMN), Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi pemerintah maupun perusahaan-

perusahaan swasta dengan syarat yang telah ditentukan instansi.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember yang dimulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September 2016. Dalam

Praktek Kerja Nyata ini penulis dapat mengetahui langsung dan mempraktekkan

teori yang pernah didapat sewaktu kuliah, selain itu penulis juga mengumpulkan

data-data mengenai pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Praktek Kerja Nyata harus dilakukan sesuai kurikulum dan program yang

telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Berikut tahapan

yang akan dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata,

diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan

yang diberikan oleh pihak fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur

Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja
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Nyata. Pembekalan ini wajib didikuti oleh mahasiswa yang akan

melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

b. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata

diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja

Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa

dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke

lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

c. Melakukan observasi ke suatu lembaga bagi mahasiswa yang telah memenuhi

persyaratan melaksanakan, Badan Pendapatan Kabupaten Jember telah

bersedia untuk dijadikan objek atau Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

d. Pengajuan proposal PKN diajukan langsung kepada pihak Badan Pendapatan

Daerah kabupaten Jember. Setelah proposal disetujui oleh pihak Badan

Pendapatan Daerah kabupaten Jember, memberikan surat balasan. Fakultas

mengeluarkan surat tugas yang telah disetujui oleh dekan kepada mahasiswa

untuk melaksanakan PKN sesuai waktu yang telah ditentukan.

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember yang beralamat di jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan

pada Bidang I, yaitu Bidang Pendataan dan Penyuluhan. (Bidang1) bertugas

melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan

pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta

melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode

penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember pada tanggal 23 Agustus sampai 23 September 2016. Dalam pelaksanaan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


29

Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa menyesuaikan dengan jam kerja instansi.

Daftar jam kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Jam pagi Jam Kerja (WIB)

Istirahat

Jam siang

Senin – Kamis 07.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00

Jum’at 07.00-11.00 11.00-13.00 13.00-15.00

Sabtu dan Minggu Libur

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada Badan

Pendapatan Daerah kabupaten Jember adalah apel pagi setiap hari senin.

Sedangkan untuk hari Jum’at diadakan kegiatan olahraga senam pagi. Adapun

rincian kegiatan selama penulis berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu

Pelaksanaan

Kegiatan Hasil Kegiatan

(1) (2) (3)

Minggu I

23 s/d 26

Agustus 2016

1. Penulis diterima untuk Praktek Kerja

Nyata di Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

2. Penempatan kegiatan yang telah

ditentukan oleh pihak instansi

3. Pengenalan penulis dengan kepala

bidang pendataan dan pelayanan

1. Mengetahui

macam-macam

pajak yang ada di

Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten

Jember

2. Mengetahui
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beserta karyawan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember

4. Mempelajari macam-macam Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

5. Sharing terkait macam-macam pajak

yang ada di Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember

6. Sharing terkait pajak parkir dan

peraturan yang berlaku

7. Mempelajari tentang pajak daerah

dan peraturan lainnya

8. Laporan Rekapitulasi Realisasi

tentang pajak

restoran dan

peraturan yang

berlaku

3. Mendapatkan data

mengenai Laporan

Rekapitulasi

Realisasi

Penerimaan

Pendapatan

Daerah Tahun

anggaran 2016 s/d

31 Januari 2016

Minggu II

29

Agustuss/d 9

September

2016

1. Apel pagi

2. Mempelajari buku tentang Peraturan

Daerah

3. Memilih Surat Tanda Setoran Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

4. Memasukkan data retribusi daerah

ke komputer mempelajari cara

menghitungpajak parkir berdasarkan

ketentuan dan tarif yang berlaku

5. Mendapatkan data visi dan misi

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

6. Mempelajari buku Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

7. Mengurutkan tanggal Retribusi

1. Mendapatkan data

terkait visi dan

misi Badan

Pendapatan

Daerah Kabupaten

Jember

2. Mengetahui Surat

Tanda Setoran

Pajak dan

Retribusi Daerah

3. Mendapatkan ilmu

tentang Pajak

Daerah dan

Retribusi Daerah

4. Mengetahui jenis
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Daerah

8. Mengarsip macam-macam Retribusi

Daerah

9. MemepelajariBuku Kualitas

Pelayanan Publik Dinas Pendapatan

Kabupaten Jember

10.Memasukkan Surta Tanda Setoran

(STS) ke buku besar yang sudah

disediakan

11.Memasukkan Surat Tanda Setoran

Retribusi Daerah ke dalam map

12.Memasukkan Data Retribusi

kekomputer

13.Mengurutkan tanggal surat tanda

setoran pajak dan retribusi daerah

Retribusi Daerah

Minggu III

5 s/d 9

September

2016

1. Melaksanakan apel pagi

2. Mendapatkan data terkait Struktur

Organisasi Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember

3. MempelajariUndang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

4. Mendapatkan data atas Realisasi

Penerimaan Pajak Tahun 2012 s/d

2015

dari  Bidang IV

5. Sharing terkait pajak parkir yang ada

di Kabupaten Jember

6. Sharing terkait Pajak Daerah yang

1. Mendapatkan data

terkait Struktur

Organisasi Badan

Pendapatan

Daerah Kabupaten

Jember

2.Mendapatkan UU

Nomor 28 Tahun

2009 tentang

Pajak Derah dan

Retribusi Derah

3. Mendapatkan data

atas Realisasi
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dikelolaBadan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

7. Mempelajari target dan realisasi

penerimaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

8. Menulis undangan untuk acara

Darmawanita

9. Mengelompokkan jenis retribusi

10. Memperoleh dta-data tentang pajak

parkir

11. Memasukkan Surat Setoran Pajak ke

buku besar

12. Memasukkan data retribusi daerah

ke komputer

13. Memperoleh peta jabatan Badan

Pendapatan Daerah

KabupatenJember

Penerimaan Pajak

Tahun 2012 s/d

2015

4. Penulis dapat

mengetahui cara

memasukkan dan

menggolongkan

Retribusi Daerah

5. Penulis

memperoleh

Struktur

Organisasi Badan

Pendapatan

Daerah Kabupaten

Jember

Minggu IV

13 s/d 16

September

2016

1. Melaksanakan apel pagi

2. Sharing tentang target dan realisasi

pajak parkir tahun anggaran 2012

s/d 2015

3. Mempelajari banyaknya wajib pajak

parkir yang ada di Jember

1. Memperoeh Surat

Tanda Setoran

beserta bukti

pembayaran pajak

parkir

2. Memperoeh Surat

Pemberitahuan

Pajak Terutang

(SPPT)

3. Mmperoeh

informasi tentang

pajak parkir

Minggu V 1. Melaksanakan apel pagi 1. Mengetahui target
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19 s/d 23

September

2016

2. Mempelajari kontribusi pajak parkir

terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Jember

3. Mempelajari APBD tahun 2012-

2015

dan reaisasi pajak

parkir tahun

anggaran 2012-2015

2. Mengetahui

kontribusi pajak

parkir terhadap

Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten

Jember

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan kegiatan penulis kemudian segera membuat Laporan

Praktek Kerja Nyata sesuai dengan data-data yang penulis peroleh ketika

melakukan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebelum membuat laporan

adalah sebagai berikut:

a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan

kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan.

b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul

yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik.

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata

(PKN) ke akademik.

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis-jenis data menurut sumbernya, Data Primer : data primer adalah data

yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi sevara langsung dari

objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat

berupa interview, observasi.Data Sekunder : data sekunder adalah data yang

diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau
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diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa

data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

3.2.2 Sumber Data

Penulis mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember pada Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1) lebih tepatnya dengan

Kepala Bidang Bapak Mussaddaq.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan

menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara  mengamati dan

melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan

sebenarnya yang terjadi (riil di lapangan). Selain itu juga dilakukan interview atau

melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya

dalam permasalahan mengenai Pajak Parkir. Serta tidak lepas dari beberapa

panduan yang berupa buku-buku Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber lainnya.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pemungutan

Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Prosedur

pemungutan pajak parkir menggunakan Self Assesment System. Dalam prosedur

tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember  Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah Perhitungan Pajak Parkir setelah wajib pajak parkir

menerima NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), kemudian mengisi

SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) dengan benar. Dasar

pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir

dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif

pajak parkir ditetapkan sebesar 20% dan tarif parkir cuma-cuma ditetapkan

sebesar 10%.

b. Pemungutan yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

khususnya Pajak Parkir menggunakan Self Assesment System yang

merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib

pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut

ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa

pajak terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran di tempat parkir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, prosedur pemungutan pajak parkir

sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
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Daerah. Pemerintah atau Badan Pendapatan Daerah juga menentukan besarnya

pemungutan Pajak Parkir dan menertibkan pungutan parkir liar di Daerah

Kabupaten Jember.
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